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ABSTRAK 

 

Analisa Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan 

Dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Perspektif Fiqih Siyasah 

(Studi Kasus Di Provinsi Bengkulu) 

 

Penulis: 

 Oni Lizapahlania 

NIM 2423760007 

 

Pembimbing: 

1. Prof.Dr. Nurul Hak, M.A         2. Dr. Ismail Jalili, M.A. 

 

Restrukturisasi kelembagaan melalui Perpres Nomor 156 Tahun 2024 dan 

Permen HAM Nomor 2 Tahun 2025 membatasi jumlah Kantor Wilayah menjadi 

20 otoritas di Indonesia, sehingga memperluas rentang kendali (span of control) 

lintas provinsi. Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan kini 

membawahi wilayah Provinsi Bengkulu, memicu tantangan operasional dalam 

penanganan konflik HAM. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi 

yuridis-operasional perluasan wilayah kerja lintas provinsi terhadap efektivitas 

penanganan dugaan pelanggaran HAM di Bengkulu serta mengevaluasinya dari 

perspektif Fiqih Siyasah. 

Penelitian hukum normatif-empiris kualitatif (socio-legal research) ini 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data 

primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Kantor 

Wilayah Sumatera Selatan dan Koordinator Bidang Pelayanan HAM Wilayah 

Kerja Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, 

secara yuridis-operasional, kewenangan Kantor Wilayah bersifat administratif dan 

non-eksekutorial. Meskipun memiliki legalitas atributif untuk menerima aduan, 

koordinasi, dan mediasi, lembaga ini tidak memiliki daya paksa hukum langsung 

untuk mengeksekusi rekomendasi kasus riil (seperti Tragedi Pino Raya dan 

SMAN 5 Kota Bengkulu) serta terkendala fenomena masih belum optimalnya 

tingkat pengaduan masyarakat. Kedua, dalam perspektif Fiqih Siyasah (siyasah 

tanfidziyah), kewenangan ini merupakan mandat moral dan amanah syar'i (al-

sulṭah ka-amānah) untuk menegakkan keadilan (al-‟adl), menjaga martabat 

manusia (karāmah al-insān), dan melenyapkan kezaliman (raf„ al-ẓulm). Namun, 

ketiadaan fungsi eksekutorial menghambat perwujudan keadilan substantif dan 

kemaslahatan (maslahah) publik akibat formalitas administratif birokrasi. 

 

Kata Kunci: Kewenangan, Pelanggaran HAM, Fiqih Siyasah, Siyasah 

                    Tanfidziyah, Bengkulu 
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MOTTO 

 

 

 وَيَسِّرْْلِْْامَْريِْْ
―dan mudahkanlah untuk ku urusan ku‖ (Q.S. Thaha: 26) 

 

"Meretas badai dengan sauh ketenangan; sebab jika Allah yang menuntun, tiada 

jalan buntu yang tak menjadi pintu." (Oni Lizapahlania) 
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PERSEMBAHAN 

 

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran." — (QS. An-Naḥl: 90) 

 

Dengan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, 

hidayah, dan kekuatan yang telah dianugerahkan-Nya, lembar karya ilmiah yang 

sederhana namun sarat akan perjuangan ini, dengan penuh rasa hormat dan cinta, 

saya persembahkan kepada: 

1. Baginda Rasulullah SAW 

Suri teladan utama dalam menegakkan keadilan, pelindung kaum mustadh'afin 

(kaum yang lemah), dan pembawa lentera kebenaran yang sinarnya menjadi 

pemandu hidup saya di dunia dan akhirat. 

2. Kedua Orang Tua Tercinta 

Sebab utama dari setiap langkah keberhasilan saya adalah kedua orang tua 

tercinta. Kepada Papa Anzori dan Mama Misyanti tercinta, yang tak pernah 

lelah melangitkan doa di sepertiga malam, yang kasih sayangnya mengalir 

tanpa batas, serta yang pengorbanannya menjadi pondasi kokoh bagi tegaknya 

pendidikan dan karakter saya. Setiap huruf dalam tesis ini adalah wujud 

penghormatan saya atas cucuran keringat dan air mata doa kalian. 

3. Keluarga Kecil dan Pendukung Setia 

Sistem pendukung terbaik, pilar ketenangan dan oase penyejuk di saat jenuh 

melanda. Suami tercinta Abang Dedy Rinaldo, terima kasih atas izin dan 

keridhaannya. Selalu menjadi tempat pulang terbaik di setiap lelah, sahabat 
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dalam setiap perjuangan, dan penguat di setiap keraguan. Kesabaran, doa, 

dukungan, dan pengorbananmu menjadi kekuatan yang mengantarkan saya 

menyelesaikan perjalanan ini. Untuk Aisyah Elshanum Rinaldo, Hafshah 

Fauqiyya Rinaldo dan Ruqayyah Huriyah Rinaldo anak-anak Umma 

tersayang, maafkan Umma atas setiap kekurangan sebagai Ibu. Kehadiran 

kalian adalah motivasi terbesar untuk terus belajar, bertumbuh dan berjuang 

menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kelak kalian memahami bahwa setiap 

usaha Umma selalu berawal dan bermuara pada cinta untuk kalian. 

4. Mertua Tersayang 

Untuk Ayah Suduri (Alm.) dan Ibu Nuraina, terima kasih telah menerima 

saya sebagai bagian dari keluarga dengan ketulusan. Sosok suami yang penuh 

kesabaran dan kasih sayang yang saya miliki hari ini tidak terlepas dari didikan 

dan nilai-nilai yang Ayah dan Ibu tanamkan. 

5. Para Guru dan Pembimbing  

Kepada Prof. Dr. Nurul Hak, M.A. selaku Pembimbing I dan Dr. Ismail 

Jalili, M.A. selaku Pembimbing II. Terima kasih atas ketajaman ilmu, keluasan 

wawasan, kesabaran yang luar biasa, serta bimbingan yang telah menempa 

saya hingga mampu merampungkan tesis ini dengan ketajaman berpikir 

seorang Magister Hukum. 

6. Almamater Kebanggaan 

Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, tempat saya 

bernaung, belajar, dan menempa diri menjadi insan akademis yang 

bertanggung jawab demi kemaslahatan umat dan bangsa. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirabbil‟alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah 

SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisa Kewenangan 
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Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis 

bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara Islam (Fiqih Siyasah) serta 
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